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b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a perlu 
diatur clan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa ·Ten~ Jawa Barat dan Daerah lstimewa 
Y ogyakarta ; 

Mengingat 

a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bank Indonesia Nornor 
8/26/PBU2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik 
Pemerintah Daerah maka perlu mengubah Peraturan Daerah 
Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kota Tegal; 

Menimbang 

WALIKOTA TEGAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN AT AS PERA TURAN DAERAH KOT A TEGAL 
NOMOR 10 TAI-IUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH 

BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KOTA TEGAL 

TENTANG . 

NOMOR 3 TAHUN 2007 

PERA TURAN DAERAH KOTA TEGAL 

NOMOR3 TAHUN 2007 

LEMBARAN DAERAH 
KOTATEGAL 

~.:~ • 
.. 

~ 

~--· 

 
 

 



2 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tega! dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 1986 Nomor 8. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ~ 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-unciang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia · f ahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik l.ildonesia Nomor 
4548); . 

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor IO Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 183, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 195-l tentang Pcrubahan 
U ndang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 ten tang 
Pembcntukan Kota-kota Bcsar dan Kota-kota Kccil di Jawa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1954 Nomor 
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndoncsia Nomor 
551) ~ 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor IO Tahun 2000 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kota Tegal (Lembaran Daerah 
Kota Tegal Tahun 2000 Nomor 6) diubah sebagai berikut : 

PASAL ! 

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA 
TEGAL NOMOR 10 TAHON 2000 .TENTANG 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERK.REDITAN RAKYAT 
"BANKPASAR" KOTA TEGAL. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

WALIKOTA TEGAL 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL 

Dengan Persetujuan Bersama 

10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tabun 2000 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" 
Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Talmn 2000 
Nomor 6); 

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tega I Nomor 
6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan 
Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat JI 
Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tcgal 
(Lembaran Daerah Kotam~·a Daerah Tingkat II Tcgal 
T almn 1989 Nomor 4) ; 

8. Pcraturan Pemcrintah Nomor 71 Tahun 1992 tcntang Bank 
Pcrkrcditan Rakyat (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara . ~ 
Republik Indonesia Nomor 3504) : 
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Organ PD. BPR "Bank Pasar" terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas clan 
Direksi. 

Pasal 7A 

ORGAN PD. BPR "BANK PASAR" 

. "BAB VA 

3. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 2 bab yakni BAB VA dan BAB VB yang 
berbunyi sebagai berikut : 

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggarkan dalam 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (APBD)." 

"(l) Modal dasar PD. BPR "Bank Pasar" ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,­ 
(sepuluh miliar rupiah). 

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) clan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Direksi." 

I. Dacrah adalah Kota Tegal. 
2. Pcmcrintah Daerah adalah Pcrnerintah Kota Tcgal. 
3. Kcpala Daerah adalah Walikota Tega1. 
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kota Tcgal yang 

selanjutnya disebut PD. BPR "Bank Pasar" adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik 
Pemerintah Daerah yang modal scluruhnya merupakan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. 

5. Dewan Pengawa_yida1ah Dewan Pengawas PD. BPR "Bank Pasar". 
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR "Bank Pasar". · 
7. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR "Bank Pasar" .. 
8. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji· Pegawai PD. BPR 

"Bank Pasar". . - , 
9. Gaji adalah perierimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami clan anak. 
10. Penghasilan adalah gaji ditarnbah dengan tunjangan-tunjangan yang sah, 
11. Daftar Penilaian Kerja adalah 'i,enilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh 

"Pasal 1 
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9. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) menjadi Pasal 8 ayat (4). 

8. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) menjadi Pasal 8 ayat (3). 

"(2) Direksi bertangzung jawao kepada Kcpala Uaerah meialui Dewan Pengawas." 

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) menjadi Pasal 8 ayat (2) dan diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus. 

" ( l) PD. BPR "Bank Pasar" dipimpin oleh Direksi yang berjwnlah paling sedikit 2 
(dua) orang clan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya 
diangkat sebagai Direktur Utama." 

5. Ketentuan Pasal 6 ayat ( 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

4. Judul BAB VI diubah menjadi DIREKSI DAN DEWAN PENGA WAS. 

( 4) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud ayat 
(3) Pasal ini harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil 
keputusan mengenai : 
a. perubahan anggaran dasar ; 
b. perubahan jumlah modal ; 
c. pengalihan aset tetap ; 
d. penggunaan laba ; 
e. investasi dan pembiayaan jangka panjang ; 
f. kerjasama BPR daerah ; 
g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan ; 
h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR. 11 

(3) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat 
Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham. 

(2) Kepala Daerah bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

( 1) Kepala Daerah memegang kekuasaan tertinggi clan segala wewenang yang tidak 
diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. · 

Pasal 78 

KEWENANGAN KEPALA DAERAH 

BAB VB 
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(2) Direksi dapat membeli, menjual atau dengan cara lain mendapaikan atau 
· · melepaskan hak atas aset milik PD. BPR .. Bank Pasar" berdasarkan persetujuan 

Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas." 

( 1) Direksi dapat membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan 
Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pegawas dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

"Pasal llA 

16. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipi Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut : 

"(3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR "Bank Pasar" 
dengan persetujuan Dewan Pengawas." 

15. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan 
kepegawaian PD. BPR "Bank Pasar'' dengan persetujuan Kepala Daerah melalui 
Dewan Pengawas." 

14. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ... 

Tata cara dan tata tertib dalam meajalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Kepala 
Daerah setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas. 11 

"Pasal 9 

13. Ketentuan Pasal 9 diubah schingga berbunyi sebagai berikut : 

12. Ketentuan Pasal 8 ayat (8) menjadi Pasal 8 ayat (6). 

11. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) dihapus. 

11 
( 5) Antar sesama anggota Direksi dan a tau antara anggota Direksi dan a tau anggota 

Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik 
menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar. 11 

10. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) menjadi Pasal 8 ayat (5) clan diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

 
 

 



7 

24. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berilrut: 

"(2) Anggota Dewrui Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 
(tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan 
Pengawas ." 

11 
( 1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan ·pengawasan 

dan pengendaliar.. serta pembinaan terhadap PD. BPR "Banlc Pasar"." 

23. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

22. Judul Bagian Kedua diubah menjadi Dewan Pengawas. 

11 
( 4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal nu 

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah." 

21. Ketentuan Pasal 14 ayat ( .t) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

"(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota 
Direksi tidak hadir. maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan 
yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas." 

20. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian 
sementara batal demi hukum." · 

19. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas 
sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan 
apakah yang bersangkutan dibcrhentikan atau direhabilitasi kembali." 

18. Kctentuan Pasal 14 ayat (I) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

11 
( 1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan scbagaimana dimaksud 

Pasal 12 ayat (2) diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan 
Pengawas." 

17. Kctcntuan Pasal 13 ayat (I) diubah schingga bcrbunyi sebagai bcrikut : 
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.. 
(3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melakukan tugas 

tertentu atas biaya PD. BPR "Bank Pasar". 

(2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara : 
a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ; 
b. insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan 

Pengawas dalam menjalankan tugasnya . 

( 1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terbadap semua kegiatan 
pelaksanaan tugas PD. BPR "Bank Pasar". , 

"Pasal 17 

30. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala 
Daerah." 

"PasaJ 16 

29. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasar". 

" ( 5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik 
langsung maupun tidak langsunhang dapat merugikan PD. BPR "Bank Pasar" 
a tau Badan Hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR "Bank .. 

28. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) menjadi Pasal 15 ayat (5) dan diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

27. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dihapus. 

"( 4) Antar sesarna Anggota Dewan Pcngawas dan atau antar Anggota Dewan 
Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai 
derajat ketiga, baik menurut garis lurus, maupun ke samping termasuk menantu 
dan ipar." 

26. Ketentuan Pasal 15 ayat ( 4) ctiubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

"(3) Dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas diangkat dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dacrah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun." 

25. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga bcrbunyi scbagai bcrikut: 

 
 

 

 

 

 



9 

.. 
"(l) Pembagian laba bersih PD. BPR "Bank Pasar" yang telah disahkan oleh Kepala 

Daerah setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut : 
a. Bagian Laba untuk Daerah : 50 % (lima puluh persen) ; 

35. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"(3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini 
ditandatangani oleh Direksi clan Ketua atau seorang Anggota Dewan Pengawas. 11 

34. Ketentuari Pasal 20 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"(2) Paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi 
menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan 
Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah 
untuk mendapat pengesahan setelah diaudit oleh akuntan publik. 11 

33. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala 
Daerah dengan anggaran dari fu. BPR "Bank Pasar"." 

"Pasal 19 

32. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena: 
a. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR "Bank Pasar"; 
b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan 

Daerah atau Negara ; 
c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak ·dapat melaksanakan tugasnya secara 

wajar." 

(I) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena : 
a. masa jabatannya berakhir ; 
b. pennintaan sendiri ; 
c. meninggal dunia. 

"Pasal 18 

31. Ketcntuan Pasal 18 diubah sehingga bcrbunyi scbagai bcrikul : 

( 4) Apabila dipandang perlu Kepala Dacrah dapat mcmbcntuk Sckretariat Dewan 
Pcngawas untuk kelancaran tugas atas biaya PD. BPR "Bank Pasar"." 
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.RAHARDJQ 
L~ARAN DAERAHKOTA 1EGAL TAHUN 2007 NOMOR 3 

a ttd 
p 

c 

Diundang.kan di Tegal 
pada tanggal 20 September 2007 

SEKRETARIS DAERAH KOTA·TEGAL 

W ALIKOTA TEGAL, 
c 
a nd 

p 
~I WINARSO 

Ditetapkan di Tegal 
pada tanggal 7 Mei 2007 

Agar setiap orang mengetahui, memerintah.kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

PASAL II 

: 15 % (lima betas persen) ; 
: 15 % (lima belas persen) ; 
: 10 % (sepuluh persen) ; 
: 10 % (sepuluh persen)." 

b. Cadangan Umum 
c. · Cadangan Tujuan 
d. Dana Kesejahteraan 
e. Jasa Produksi 
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Angka 4 
Cukup jelas. 

Angka 3 
Cukup jelas. 

Anglea 2 
Cukup jelas. 

PASAL I 
Anglea I 

Cukup jelas. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas maka perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, 

Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2q/PBI/2006 
tentang Bank Perkreditan Rakyat clan Peraturan Menteri Dalam Negeri ~omor 22 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah 
serta guna meningkatkan pengawasan clan pembinaan terhadap efisiensi clan 
efektivitas kinerja clan pelayanan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
"Bank Pasar" Kota Tegal maka perlu merubah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 
10 Tahun .2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" 
Kota Tegal. 

L- PENJELASAN UMUM 

PERUBAHAN AT AS PERA TURAN DAERAH KOT A TEGAL 
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH 

BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KOTA TEGAL 

TENT ANG 

NOMOR 3 TABUN 2007 

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL 

ATAS 

PENJELASAN 
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Angka 19 

Angka 18 
Cukup jelas. 

Anglea 16 
Cukup jelas. 

Angka 17 
Cukup jelas. 

Angka 15 
Cukup jelas. 

Angka 14 
Cukup jelas. 

Angka 13 
Cukupjelas, 

Angka 10 
Cukup jelas. 

Angka"·11 
~ul&p j_~t~s. 

Artgb' '12 
·cµku_p°j~l,as; 

ftcrtgka' 9 
Cukup jelas. 

Angka 8 
t:µIrop jelas, 

Angka 7 
Cukup jelas. 

Angka 6 
Cukup jelas, 

Angka 5 
Cukup jelas. 

 
 

 

 



Angka 33 
Cukup jelas. 

Angka 32 
Cukup jelas. 

Angka 31 
Cukup jelas. 

Angka 30 
Cukup jelas. 

Angka 29 
Cukup jelas. 

Angka 28 
Cukup jelas. 

Angka 26 
Cukup jelas. 

Angka 27 
Cukup jelas. 

Angka 25 
Cukup jelas. 

Angka 24 
Cukup jelas. 

Angka 23 
Cukup jelas. 

Angka 22 
Cukup jelas. 

Angka 21 
Cukup jelas. 

Angka 20 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
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PASAL II 
Cukup jelas. 

Angka 35 
Cukup jelas. 

Angka 34 
Cukup jelas. 

 
 

 


